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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan

1.

Lampiran Angka 57 Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun
2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi Tahun 2015, perlu dilakukan validasi
konfirmasi status wajib pajak bagi perusahaan yang
bergerak di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang
Pelaksanaan Validasi Konfirmasi Status Wajib Pajak di

Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir



dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan
Keempat atas Undang-Unang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
Undang-Undang Nomor S Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam  Hayati dan
Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3419);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3874), sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4412);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5432);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696),
sebagaimana  telah  diubah dengan = Peraturan
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana
Pengelolaan  Hutan, serta Pemanfaatan Hutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4814)

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan
Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5097); sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan
Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 139,



10.

11.

12.

13.

14.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5324);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112),
sebagaimana  telah  diubah  dengan = Peraturan
Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010
tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5325);
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan
Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5217);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 17);

Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Periode 2014-2019, sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 80/P Tahun
2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan
Sekretaris Kabinet (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);



Memperhatikan

15.

16.

17.

18.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-
[1/2012 tentang Pelayanan Perizinan di Bidang
Kehutanan Secara Online (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 371);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.97/Menhut-1I/2014 tentang Pendelegasian
Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di
Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka
Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1993),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/Menhut-
[1/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.97 /Menhut-11/2014 tentang Pendelegasian Wewenang
Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang
Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka
Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 141);
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.7/MenLHK-II/2015 tentang Petunjuk Teknis
Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang
Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 355);
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 713);

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;



Menetapkan

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TENTANG PELAKSANAAN VALIDASI
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DI BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

Pasal 1
Perizinan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang
telah dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal dilakukan validasi keabsahan
Nomor Pokok Wajib Pajak dan melaporkan SPT 2 (dua)
tahun terakhir yang menjadi kewajibannya, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

perpajakan.

Pasal 2
Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,
dilaksanakan melalui Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)
dan dilakukan oleh pejabat/pegawai yang ditunjuk dengan
status dipekerjakan di Badan Koordinasi Penanaman Modal
melalui website/aplikasi yang disediakan oleh Direktorat

Jenderal Pajak.

Pasal 3

Perizinan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi:

a. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu — Hutan Alam
(IUPHHK-HA);

b.Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan
Tanaman Industri (IUPHHK-HTI);

c. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu — Restorasi
Ekosistem (IUPHHK-RE);

d. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk kegiatan

Operasi Produksi Pertambangan /Non Tambang;



QT

o

. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk kegiatan

survey/eksplorasi;
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu

(IUPHHBK);

. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK);

.Izin Usaha Pemanfaatan Penyerapan Karbon dan/atau

Penyimpanan Karbon (IUP RAP-KARBON dan/atau IUP
PAN-KARBON);

Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan
kapasitas di atas 6000 m3/tahun (IUIPHHK 6000
m3/tahun);

Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat

Dikonversi;

. Izin Lembaga Konservasi;

Izin Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL);

Izin Pengedar Tumbuhan dan Satwa Liar;

Izin Usaha Penyedia Sarana Wisata Alam (IUPSWA);

Izin Usaha Penyedia Jasa Wisata Alam (IUPJWA);

Izin Ekspor Benih/Bibit Tanaman Hutan;

Izin Pengusahaan Taman Buru;

Izin Peminjaman Satwa Liar Dilindungi ke Luar Negeri
untuk Kepentingan Pengembangbiakan (Breeding Loan);
Izin Usaha Pemanfaatan Air untuk Skala Menengah dan
Skala Besar di Suaka Margasatwa, Taman Nasonal,
Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya;

Izin Usaha Pemanfaatan Energi untuk Skala Menengah
dan Skala Besar di Suaka Margasatwa, Taman Nasonal,

Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Desember 2015

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 891

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,
ttd.

KRISNA RYA



